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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pelaksanaan Pengujian dan

Kalibrasi Alat Kesehatan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Pasien

di RSUD Sawahlunto dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dalam rangka

perlindungan hukum bagi pasien di RSUD Sawahlunto belum

terlaksana secara optimal. Pengujian dan kalibrasi terhadap alat

kesehatan yang ada di RSUD Sawahlunto pada tahun 2019 sampai

dengan 2022 dilaksanakan setiap tahun kecuali pada tahun 2021.

Karena terbatasnya anggaran yang tersedia maka pengujian dan

kalibrasi diprioritaskan pada alat kesehatan dengan kategori risiko

tinggi. Pertimbangan lain dalam melaksanakan pengujian dan kalibrasi

alat kesehatan adalah tingkat teknologi, beban kerja alat, dan usia alat

kesehatan karena akan berpengaruh terhadap kinerja, akurasi dan

keamanan alat kesehatan tersebut. Oleh karena itu pengujian dan

kalibrasi diprioritaskan pada alat kesehatan dengan teknologi tinggi,

alat kesehatan dengan beban kerja yang tinggi karena tingkat

pemakaian dan beban kerja alat kesehatan menyangkut kelangsungan

hidup pasien.

2. Faktor- faktor penghambat dalam melaksanakan pengujian dan kalibrasi

alat kesehatan di RSUD Sawahlunto antara lain adalah ; keterbatasan

anggaran untuk melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di
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RSUD Sawahlunto, adanya refokusing anggaran untuk penanggulangan

dan penanganan Covid-19, adanya alat pengujian dan kalibrasi

(kalibrator) Tensimeter di RSUD Sawahlunto dan belum optimalnya

fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan selaku

Organisasi Perangkat Daerah induk dalam melaksanakan pengujian dan

kalibrasi alat kesehatan di RSUD Sawahlunto serta terbatasnya

kemampuan institusi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dalam

memenuhi permintaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dari

RSUD Sawahlunto.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk terlaksananya pengujian dan

kalibrasi alat kesehatan di RSUD Sawahluntoadalah sebagai berikut ;

memprioritaskan alokasi anggaran untuk pengujian dan kalibrasi alat

kesehatan secaraberkesinambungan setiap tahun, mengalokasikan

anggaran untuk pengujian dan  kalibrasi alat kesehatan dari BLUD dan

mengalokasikan anggaran untuk pengujian dan  kalibrasi alat kesehatan

dari BLUD serta menggunakan sistem e-katalog dalam pemilihan

institusi pengujian dan kalibrasi  alat kesehatan.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan RSUD Sawahlunto dapat memprioritaskan alokasi

anggaran untuk pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

secaraberkesinambungan setiap tahun sehingga dapat menjamin

perlindungan hukum bagi pasien yang menerima pelayanan kesehatan

di RSUD Sawahlunto.
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2. Diharapkan RSUD Sawahlunto dapat mengalokasikan anggaran untuk

pengujian dan kalibrasi alat kesehatan melalui jasa layanan BLUD.

3. Diharapkan RSUD Sawahlunto dapat merevisiStandar Operasional

Prosedur (SOP) tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dengan

penetapan waktu sesuai dengan habisnya masa berlaku sertifikat

kalibrasi.

4. Diharapkan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Sawahlunto, sehingga selaku OPD induk Dinas

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Sawahlunto dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya

terhadap pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di RSUD Sawahlunto.
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